
a. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja dalam
rangka meningkatkan kinerja aparatur, dapat
diberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerap.;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu memberi tambahan
penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok
Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan ......'
Lembaran Negara.Republi~ Indonesia 4438);
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Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lombok Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017
Nomor 9).
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Amdinistratif Kepada
Pejabat Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5943);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun
2007 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6).

6.

:,
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Pasa12
Tujuan Pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan
disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja;

BAB II
TUJUAN

Pasall

Dalam peraturan iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

6. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode
Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Beban Daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

8. Tambahan Penghasilan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sebagai motivasi untuk
mewujudkan disiplin dan kinerja yang baik.

BABI
KETENTUAN UMUM

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILANKEPADAPEGAWAINEGERI SIPIL DAERAH
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
KABUPATENLOMBOKTENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN :



BABIV

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasa16

Pengajuan pembayaran tambahan penghasilan dengan melampirkan:

a. Rekapitulasi absensi;

b. Pembuktian ketidakhadiran yang sah;

Bagian Ketiga
Besaran Tambahan Penghasilan

PasalS
Rincian dan besaran tambahan penghasilan yang berhak diterima oleh Pegawai
Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penghentian Tambahan Penghasilan

Pasa14

Tambahan Penghasilan tidak dibayarkan apabila telah:

a. Dijatuhi hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

b. Cuti alasan penting dan cuti diluar tanggungan Negara;

c. Tugas belajar, dan

d. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kesatu

Indikator Penerima Tambahan Penghasilan

Pasa13

(1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dan
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lombok Tengah.

(2) Indikator yang dipergunakan dalam pemberian Tambahan Penghasilan bagi
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu
berdasarkan eselon, fungsi koordinasi dan beban kerja;

(3) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Daerah lain dalam tahun anggaran
berjalan tidak diberikan Tambahan Penghasilan;

(4) Pemberian Tambahan Penghasilan 100% sesuai kemampuan anggaran bagi
Pegawai Negeri Sipil yang hadir 1000/0hari kerja;

(5) Pengurangan tambahan penghasilan sebesar 4% bagi Pegawai Negeri Sipil
yang tidak hadir 1 (satu ) hari atau 6 jam kerja tanpa alasan yang sah,
berdasarkan absensi sidik jari atau manual.

BAB III

INDIKATOR PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN, PENGHENTIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

• I



BERITADAERAHKABUPATENLOMBOKTENGAHTAHUN2018 NOMOR

H. NURSIAH

Diundangkan di Praya
pada tanggal 2018
SEKRETARISDAERAH
KABUPATENLOMBOKTENGAH,

f PLT. BUPATI LOMBOK TENGAH,..,t:

Ditetapkan di Praya
pada tanggal, ~- ~ - 2018

Pasa19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok
Tengah.

BABVI

KETENTUANPENUTUP

Pasa18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6
Tahun 2017 ten tang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Tengah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor
21.a Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil
Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lombok Tengah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa17

Bagi SKPD yang belum melaksanakan absensi sidik jari dapat mengajukan
pembayaran dengan melampirkan rekapitulasi absensi secara manual.

c. Daftar hasil perhitungan tingkat kehadiran.




